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Restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan 

dalam sistem peradilan pidana anak, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan 

suatu sikap yang dijiwai kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini 

selalu menjadi lebih baik. Anak merupakan generasi penerus bangsa maka dari itu 

keberadaannya harus dilindungi oleh negara. Diperlukan pula sarana dan prasarana 

hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Penulisan dalam karya 

tulis ini akan membahas mengenai penerapan restorative justice pada sistem peradilan 

anak di Indonesia. Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa 

restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversi untuk menyelesaikan 

perkara pidana anak di Indonesia. 
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Restorative justice which is the implementation of the concept of diversion has been 

formulated in the juvenile justice system, but a good system must be accompanied by an 

attitude which is imbued with the will to perceive and believe that this world is always 

getting better. Children are the nation's next generation and therefore their existence 

mustabe protected by the state. Itais also necessary legal infrastructure to anticipate any 

problems that arise. Departing from the above thought, it is related to the writing in this 

paper that will discuss about the application of restorativeajustice in the juvenile justice 

system in Indonesia. The results of this normative juridical study show that Restorative 

justice is the goal of implementing diversion to resolve child criminal cases in Indonesia.  

 

*Corresponding Author: Muldri Pudamo James Pasaribu, Prodi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana  

                                        Universitas Simalungun, Simalungun, Indonesia;  

                                        Email: muldripasaribu73@gmail.com  

 

 

PENDAHULUAN 
Kita telah menyadari bersama bahwa anak 

merupakan penerusabangsa, karena di pundaknya 

terletak tugas bangsaayang belum terselesaikan oleh 

generasi-generasi sebelumnya.1 Denganademikian, 

sudah selayaknyaasebagai generasi penerusabangsa 

anak mendapatkanaperhatian khusus, baikadari orang 

tua, masyarakat dan pemerintah. Bagiasebagian 

 
1 Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu 

Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 154.   

kalangan, mungkin saja pada saat ini anak 

belumabermakna apa-apa. Akanatetapi, untuk 

kedepannyaaanaklah yang berperan utama 

menentukan arah mau dibawa ke mana bangsa dan 

negaraaini. Perhatian khusus terhadap anak bertujuan 

dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan 

sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. 

Kepentingan anak harus dijadikan dasar 

pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab 
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terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang 

bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari 

tanggung jawab tersebut yakni orang tua.2 Rasa kasih 

sayang, pengarahan, pembinaan, perlindungan yang 

tepat merupakan kebutuhan psikis yang sangat 

mendasar dalam kehidupan anak yang sesungguhnya 

bersandar pada hati nurani orang tua. Pada 

kenyataannya, banyak orang tua yang tidak 

menyadari hal ini sehingga mempengaruhi 

perkembangan kehidupan anak. Seorangianak yang 

dibesarkan dalam suasana konflik akan 

cenderungamengalami keresahan jiwaayang dapat 

mendorong anakamelakukan tindakan-tindakan 

negatifayang dikategorikanasebagai kenakalan anak. 

Kenakalanayang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa 

sajaamenjurus ke arah perbuatanamelawan hukum. 

Diperlukan sarana dan prasarana hukum yang 

mengantisipasi segala permasalahan yangatimbul 

berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan 

kehidupan anak. Sarana dan prasarana yang 

dimaksudimenyangkut kepentingan anak maupun 

yang menyangkutapenyimpangan sikap dan perilaku 

yangamenjadikan anak terpaksa berhadapan dengan 

hukum atau dihadapkanake muka pengadilan. Sarana 

hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma 

atau cap jahatayang ditimbulkan ketikaaanak 

berhadapan denganahukum, sekaligus memulihkan 

dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. 

Anakasebagai pelaku tindakapidana disebut 

denganaanak yang delikuenaatau dalamahukum 

pidana dikatakanasebagai juvenile delinquency. 

RomliaAtmasasmita berpendapatabahwa juvenile 

delinquency adalahasetiap perbuatan atauatingkah 

laku seorangaanak di bawah umura18 Tahun dan 

belum kawinayang merupakanipelanggaran terhadap 

norma-normaahukum yang berlakuaserta dapat 

membahayakanaperkembangan pribadiaanak.3 

Dalam menghadapi dan 

menanggulangiaberbagai masalah tersebut perlu 

dipertimbangkan kedudukan anak denganisegala ciri 

dan sifat yangikhas sebagai pelaku tindak pidana. 

Bukan hanya melihat perbuatan tersebut berdasarkan 

pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus 

jugaamelihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi 

anak melakukan perbuatan pidana. Makaadari itu 

diperlukanaperan dari orang tuaadan masyarakat 

sekelilingnya. 

Aparat penegak hukum senantiasa harus 

memperhatikan kondisiaanak yang berbeda dariaorang 

dewasa dalamamenangani anak sebagai pelakuatindak 

pidana. Anak sebagaiapribadi memiliki sifatadasar 

yang masih labil. Masaadepan anak sebagaiaaset 

 
2 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Prospek 

Perlindungan Anak,” dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak, ed. 

Mulyana W. Kusumah (Jakarta: Rajawali dan Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986), hlm. 19.   

bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih 

membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar 

untukamencari suatu solusi alternatif bagaimana 

menghindarkan anakadari suatu sistem peradilanapidana 

formal, penempatan anak dalam penjara, dan 

stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai 

narapidana. Untukaitu, salah satu solusi 

alternatifnyaaadalah dengan mengalihkanaatau 

menempatkan pelakuitindak pidana anak keluar 

dariasistem peradilan pidana. Serta memberikan 

alternative bagi penyelesaian dengan pendekatan 

keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Solusi 

tersebut dikenal dengan pendekatan keadilanarestoratif 

(restorative justice). Tulisan ini mengulas penerapakan 

restorative justice pada sistem peradilan anak di 

Indonesia.  

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Restorative justice merupakan implementasi 

konsep diversi yang telah dirumuskan dalam sistem 

peradilan anak yakni dalam Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Restorative justice merupakan proses penyelesaian 

yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana 

(Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, 

pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak 

pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan 

penyelesaian. Dengana kata lain, konsep pendekatan 

restorative justice lebih menitikberatkan pada kondisi 

terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku 

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata 

cara dan peradilan pidana yang berfokus pada 

pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan 

seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Penanganan 

dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan 

untuk memberikan suatu kesempatan 

kepada.pelanggar hukum agar menjadiaorang yang 

baik kembali melalui jalur non formal dengan 

melibatkan sumber daya nasyarakat, juga berupaya 

memberikan keadilan kepada kasus anaki yang telah 

terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada 

aparat penegak hukum. 

Konsep restorative justice atau yang sering 

diterjemahkan sebagai keadilan restorative merupakan 

suatu model pendekatan yang muncul sejakaera 1960-an 

dalam konsep penyelesaian perkara pidana. Jenis 

penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan.untuk 

mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan Win-Win 

Solution (solusi atau penyelesaian masalah) antara pihak 

3 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-

Anak Remaja (Bandung: Armico, 1983), hlm. 40.   
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korban dan pelaku. Dengan kata lain proses 

penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restorative 

terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat 

dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama 

memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut. 

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan 

restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang 

merespon pengembangan sistem peradilan pidana 

dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan 

masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan 

mekanisme yang bekerja pada sistem peradilanapidana 

yang ada padaasaat ini.4 Keadilanarestoratif akan 

bertentanganadengan asas legalitasadan kepastian 

hukum (rechtszekerheid). Hal ini karena keadilan 

restorative tidak berfokus pada hukuman penjara, 

melainkan pada bagaimanaaperbaikan atau pemulihan 

keadaan korban pascaaterjadinya suatu tindak pidana. 

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan 

untuk membayar ganti rugi, melakukanakerja sosial, 

atau tindakan wajar lainnya yangadiperintahkan oleh 

penegakahukum atauapengadilan. 

Pendekatanakeadilan restoratif dalamahukum 

pidana memiliki kekuatan yang mampuamemulihkan 

hubungan antar pihak yangamenjadi pelaku danayang 

menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk 

mencegah adanya permusuhanalebih mendalam antar 

para pihak dan mendorong rekonsilisasi antara 

pihakapelaku dan korban secara sukarela. 

Kekuatanalainnya ialah mendorong adanya partisipasi 

wargaamasyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga 

atauatetangga serta menekankan pentingnya peran 

korban dalamasuatu proses menuju keadilan. Proses 

pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu 

kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihanaproses 

penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan 

pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. 

Penyelesaianamelalui musyawarah sebetulnya bukan 

hal baru bagi indonesia, bahkan hukum adat di 

Indonesia tidak membedakan penyelesaianaperkara 

pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan 

secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan 

keseimbangan atau pemulihan keadaan. 

Dasar penerapan restorative justice dalam 

penyelesaian tindak pidanaapada dasarnya, metode 

mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di 

Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-

undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di 

Undang-UndangaNomor 8 Tahuna1981 tentang 

Hukum Acara Pidanaadan Undang-UndangaNomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

RepublikaIndonesia. Meski demikian, Kepolisian 

 
4 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, (Jakarta: 

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

2009), hlm. 65.   

Republik Indonesia setidaknya mengeluarkan surat 

tentang penanganan sengketa di luar pengadilanaserta 

ada Peraturan Kepala Kepolisian Resor terkait 

mediasi. Mediasi olehalembaga Kepolisian antaraalain 

adalah restorative justice.  
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normative yang dilakukanadengan cara menelitiabahan 

pustaka (library based) yangafokusnya membacaadan 

mempelajariabahan-bahan hukum primer danasekunder. 

Penulisan hukum ini pendekatanayang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statue approach). Sumberabahan 

hukumayang digunakan penulisadalam penelitian 

iniaadalah bahan hukumasekunder, yaitu bahan-

bahanayang diperoleh melaluiipengkajian pustaka-

pustaka yangaada, yang berhubungan.dengan penelitian 

ini. Teknik.pengumpulan bahan hukumadalam 

penulisan ini denganastudi dokumen atauastudi 

kepustakaan (literature research) melaluiabahan hukum 

tertulisadengan menggunakan analisisaterhadap 

substansi dariasumber hukum yangaterkait. Teknis 

analisisayang digunakanadalam penelitian hukumaini 

adalah teknikaanalisis kualitatif yangamengunakan 

polaaberpikir deduktif.5 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peradilan merupakan suatu lembaga 

kemasyarakatanaatau suatu institusi sosial yang 

berprosesauntuk mencapai keadilan apabila dilihatadari 

sudut pandang sosiologis. Peradilan juga disebut sebagai 

lembaga sosial yang merupakan himpunanakaidah-

kaidah dariasegala tingkatanayang berkisar padaasuatu 

kebutuhan pokok dalam kehidupanamasyarakat. 

Kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yangasecara 

hierarki tersusun dan berpuncak padaapengadilan yang 

mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok 

dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk 

bisa hidup secara tertibadan tenteram. 

Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak 

sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, 

atauadinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, 

dan memerlukan perlindungan. Anak yang harus 

mengikutiaaprosedur hukum akibat kenakalan yang 

telah dilakukannya, anak yang berkonflik dengan 

hukum adalah anak yang melakukan kenakalan sebagai 

kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan 

perilakuaanak yang berkonflik dengan hukum atau anak 

yang melakukan kejahatan pada khususnya. 

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 

(Surabaya: Kencana Pernada Media Group, 2013), hlm 55-56.   
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Penggunaan kata anak dalam terminology peradilan 

anak menunjukkan batasan atas perkara yang 

ditangani, yakni hanya perkara anakasaja. Pengadilan 

anak meliputi segalaaaaktivitas pemeriksaan dan 

pemutusan perkara yangamenyangkut kepentingan 

anak, sehingga proses memberi keadilan berupa 

rangkaian tindakanayang dilakukan oleh badan atau 

institusi peradilan tersebut juga harus disesuaikan 

dengan kebutuhanaanak.6 

Anak menurut pengertian dan definisinya 

memiliki perbedaan karakteristik dengan orang 

dewasa. Ini merupakan titik tolak dalam memandang 

hak dan kewajiban bagi seorang anak yangaakan 

mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. 

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 TentangiSistem Peradilan Pidana Anak 

juga disebutkan bahwa anak merupakanaamanah dan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat 

dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

Peradilan Anak yang mempunyai karakteristik 

tersendiri dan perbedaan dalam banyak hal, 

terutamaamemperlakukan anak ketika berhadapan 

dengan hukuma(baik sebagai korban,apelaku maupun 

saksi), tentuadilihat sebagai sebuah pengkhususan dari 

Sistem Peradilan pada umumnya. 

Pernyataanademikian didukung dengan rumusan 

kualifikasi tindakapidana yang sama jenisnya dengan 

orangadewasa yang tercantum pada Kitab Undang-

undang HukumaPidana (KUHP), namun 

prosesaperadilan dan sanksi yang didapatkan tentu saja 

berbeda. Undang-UndangaNomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum 

perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan 

terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang 

menghargai dan tumbuh berkembang. Perumusan 

perlindungan terhadap hak-hak anakanamun dalam 

kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan 

yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang 

terbaik untuk kepentingan anak.7 

Pada sistem peradilan pidana anak, terdapat 

beberapa unsur yangamerupakan satu kesatuan, 

yaituaPenyidik Anak, PenuntutaUmum Anak, Hakim 

Anak serta Petugas Lembaga PemasyarakatanaAnak. 

Peradilan Anakayang adil akan memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak anak, baik 

sebagaiatersangka, terdakwa, maupun sebagai 

terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi 

 
6 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana 

(Bandung: Alumni, 2010), hlm. 129.   
7 Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, 

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2, 

(2016), hlm. 164.   

yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak 

adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut. 

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan 

pidana bagiianak yang melakukan tindak pidana (Anak 

Nakal), tidak terlepas dari pada tujuan perlindunganadan 

pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih 

menitikberatkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, 

merehabilitasi, pembinaanakesejahteraan pelaku anak 

tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan 

anak, maka seperti.yang dikemukakan oleh Sudarto, 

bahwa aktivitas pemeriksaan.tindak pidana yang 

dilakukan oleh.polisi, jaksa, hakim.dan pejabat lainnya, 

didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak 

atau.melihat kriterium apa yang paling baik untuk 

kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa 

mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. 

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak 

tentunyaamemiliki tujuan khusus bagiakepentingan 

masaadepan anak dan masyarakat yang diadalamnya 

terkandung prinsip-prinsip restorative justice, 

definisiarestorative justice itu sendiri tidak seragam, 

sebab banyak variasiamodel dan bentukayang 

berkembang dalamapenerapannya. Oleh karena itu, 

banyak terminology yang digunakan untuk 

menggambarkanakonsep restorative justice, seperti 

communitarian justice (keadilanakomunitarian), 

positive justice (keadilan positif), relational 

justicea(keadilan relasional), reparative justice 

(keadilan reparatif), dan community justice (keadilan 

masyarakat). 

Restorative justice sebenarnya telahamuncul 

cukup lama,akurang lebih dari dua puluh tahunayang 

lalu sebagaiaalternatif penyelesaianaperkara pidana, 

khususnya anak denganaberbagai pertimbangannya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh John Braitewaite 

justice danawelfare model kemudian antara retribution 

danarehabilitation.8 Di.Amerika Utara, Australiaadan 

sebagian Eropa keadilan restoratif sudahaditerapkan 

pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional 

yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap ajudikasi 

dan tahap eksekusiapemenjaraan. Dalam 

perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran 

keadilan restoratif didugaamendapat dukungan 

perserikatan bangsa-bangsa. Dalam kongres Lima 

Tahunanayang ke-5 di Jenewaatahun 1975, PBB 

mulaiamenaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi 

korbanakejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan 

pidanaaretributif. 

8 Yustirsa Yunus. Analisis Konsep Restorative 

Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(2), 

(2013), hlm. 243  
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Praktik asli keadilan restoratif berasaladari 

praktik pemeliharaan perdamaian yang 

digunakanasuku bangsa Maori yaitu penduduk asli 

suku di.Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktik 

restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan 

para stakeholders.9 Pada dasarnya restorative justice 

mengutamakan makna pertemuan antar pihak 

berkepentinganadalam kejahatan dan sesudahnya. 

Di Indonesiaasebenarnya konsep restorative 

justiceatelah lama dipraktikkan olehamasyarakat 

adatadi Indonesia, seperti amasyarakat di Papua, Bali, 

Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan 

masyarakat lainayang masih memegang kuat 

kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana.oleh 

seseorang. Dalam.praktiknya penyelesaian dilakukan 

dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang 

dihadiri oleh tokoh masyarakat,.pelaku, korban, dan 

orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk 

memperbaiki kesalahan. Selain itu, Indonesia.yang di 

masa lalu komunitasnya di berbagai kepualauan, 

berbagai daerah, kayaaakan adat istiadat, kita yakini 

memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang 

berdasarkan kearifan lokal (local wisdom). Semangat 

hidupayang oleh Bung Karno diperkenalkan sebagai 

“GotongaRoyong” dan diyakini sebagai puncak 

ideologi bangsa, berartiamemuat pula nilai-nilai 

keadilan restoratif. Hal ini sebenarnya merupakananilai 

dan ciri falsafah bangsa Indonesiaayang tercantum 

dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah 

mufakat. Dengan demikian, restorative justice 

sebenarnya bukanahal baru bagi masyarakat Indonesia. 

Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai 

kedamaian, sehinggaaantara pelaku dan korban tidak 

ada dendam dan korban dapat dipulihkan.10 

Restorative justice dalam sistem peradilan 

pidana anak merupakan bagian dari implementasi 

diversi. Prinsip utama pelaksanaanakonsep diversi 

ialah pendekatan persuasif atauapendekatan non penal 

dan memberikanakesempatan kepada seseorang untuk 

memperbaikiakesalahan.11 Rumusan diversi bahkan 

diaturasecara jelas dalam hukumapositif Indonesia, 

tepatnyaapada pasal 1 angka 7 Undang-undangaNomor 

11 tahun 2012atentang Sistem PeradilanaPidana Anak, 

yang berbunyi sebagai berikut: “Diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilanapidana.” 

Restorative justice adalahasuatu bentukakeadilan yang 

mengedepankan keterlibatan semuaapihak yang 

terlibatadalam suatu tindakapidana tertentu, 

baikakorban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-

 
9Dewi Yolandasari Lenap, Bentuk Perlindungan 

Hukum Bagi Anak Sebagai Kejahatan Berdasarkan 

Restorative Justice. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 

(2014). hlm. 36  
10 Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak. 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 136  

sama memecahkan masalah tentang bagaimana 

menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan 

orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi 

dan memuaskan semua pihak. Sebagaimanaadiversi, 

keadilan restorative dilakukan di luar proses formal 

melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan 

hukum dan keadilan secara benar. 

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus 

diberlakukan secaraakhusus. Perlindunganakhusus ini 

terdapatapada Pasal 17 ayat (1) Undang-UndangaSistem 

PeradilanaPidana Anak yangaberbunyi bahwa 

Penyidik,aPenuntut Umum, dan Hakim wajib 

memberikan perlindungan khusus bagi anak yang 

diperiksa karena tindak pidana yang 

dilakukannyaadalam situasi darurat. Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentangaSistem Peradilan Pidana 

Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada 

anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut 

sertaadi dalamamenyelesaikan konflik, dan bertanggung 

jawab atas apa yang telah dilakukannya karena di 

dalamnya terdapatadiversi melalui pendekatan 

restorative justice yangamenekankan pemulihan pada 

keadaanasemula.  

Penerapan restorative justice terhadap 

penyelesaian tindak pidanaaanak sebagaimana diatur 

dalam Undang-undangaNomor 11 Tahun 2012 berbeda 

dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. 

Restirotive justice tidak diaturasecara terperinci 

diadalam Undang-undangaSistem Peradilan Pidana, 

tetapiadalam Pasala8 ayat (1) Undang-undangaNomor 

11 Tahun 2012atentang Sistem PeradilanaPidana 

menjelaskan bahwaaproses diversi dilakukanamelalui 

musyawarah dengan melibatkan anak dan orang 

tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 

berdasarkan pendekatan restorative justice. Penjelasan 

dari Pasal 8 iniadapat dibuat kesimpulan bahwa 

penerapan restorative justice mengikutiamekanisme dari 

diversi, yaitu pengalihan hukumadari prosesaperadilan 

pidana ke proses luar peradilan pidana. 

Prosesapengalihan hukum (diversi) tidakaakan berjalan 

apabila tidak menggunakan restorative justice sebagai 

penyelesaiannya. Diversi terdapat dalamasetiap tahap 

mulaiadari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada 

tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilananegeri 

(Pasal 1 ayat (1) Undang-undang SistemaPeradilan 

Pidana Anak). 

Dalamaapenerapannya, mekanismeaaproses 

penerapanaarestorative justice menghendakiaadanya 

keinginanauntuk tetap memberikanaperlindungan 

11 Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversi Sebagai 

Pendekatan Non-Penal,” Jurnal RechtsVinding Online 

(Jakarta, 2016), hlm. 1.   
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bagiapelaku anak. Akanatetapi, karenaadalam proses 

restoratifamengharuskan adanyaapengakuan bersalah 

terlebihadahulu. Setelahaadanya pengakuanibersalah 

dari pelakuitindak pidana, penyidik jugaiharus 

melihatimotivasi dari pelakuimelakukan tindak.pidana, 

apakah pada dasarnya.anak ini adalah.jahat, dan 

sebelumnya.pernah melakukanatindakan-tindakan 

yang merugikanaorang lain, ataukahaadengan keadaan 

sedemikianarupa adanya keterpaksaanadalam 

melakukanatindak pidana. 

Cara yang efektif dalamapenerapan restorative 

justiceasalah satunya adalahidengan pihak kepolisian 

harus membuatasatu tim khusus yangasudah dilatih 

dalam menangani permasalahan tentang anak. 

Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung 

menangani masalah dan berbaur denganamasyarakat 

dan mengetahuiasecara langsung permasalahanayang 

terjadi di dalamamasyarakat dan mencariasolusi serta 

jalan keluaradengan menggunakanamediasi 

pendekatanarestorative jusctice melalui 

mekanismeadiversi. Namunadalam penerapan 

restorative justice terdapatipermasalahan atau 

kendalaayakni yang terletakapada faktor-

faktoramengikutinya, yaituafaktor hukumnya 

sendiri,afaktor penegak hukumayakni pihak-pihak 

yangamembentuk maupun menerapkanahukum, 

faktorasarana prasaranaapendukung 

penegakanahukum, faktor masyarakatadimana hukum 

tersebutaberlaku atau diterapkan,adan 

faktorakebudayaan yangamasih menjadi 

kebijakanalokal masyarakat danamasih berlaku 

hinggaakini. 

 
 

KESIMPULAN 
Dalamasistem peradilan pidana anak, 

restorative justice merupakan bagian dari 

implementasiadiversi. Restorative justiceamerupakan 

tujuan dari dilaksanakannya diversi untuk 

menyelesaikan perkara pidana anak diaIndonesia. 

Restorative justice sebagaiatujuan dari 

pelaksanaanadiversi sudah diaturadalam peraturan 

tertulisadan telah lamaadigunakan olehamasyarakat 

adat, namunaeksistensi restorative justice diikalangan 

aparat penegakahukum masih menjadiapersoalan 

dikarenakanaproses diversi ituasendiri belum 

diaturasecara tegas. Penerapanarestorative justice 

terhadapatindak pidana anak mengikutiamekanisme 

pelaksanaanadiversi yaitu pengalihanahukum dari 

prosesapidana ke prosesaluar pidana denganasyarat 

ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 

tindakapidana pengulangan. Pengaturan diversi dan 

restorativeajustice sudah dirumuskanadalam Undang-

Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Idealnya, restorative justiceamelibatkan tiga 

pemangkuakepentingan yaitu, korban,apelaku, dan 

civil society atau masyarakat dalam menentukan 

penyelesaianaperkara anak. Melalui restorative justice, 

makaaada upaya untukamempertemukan korbanadan 

pelaku dengan tujuanamengupayakan pemulihanabagi 

korban. Di sisialain, pelakuaanak, walaupun 

statusnyaapelaku, namun anakayang menjadiapelaku 

juga termasukakorban yang berhak jugaamendapatkan 

pemulihanakembali bahkan memasyarakatkan pelaku 

anak tersebut, bukan denganamelakukan pembalasan. 

Penanganan perkara pidana anak melalui 

restorative justice akanaterlaksana secara optimal, 

apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice 

tersedia secara baik diasuatu institusi peradilan. 

Aparataberwenang pun sudahaseharusnya mempunyai 

kemauan dan kemampuanayang kuat untukamenangani 

perkara yang melibatkan anak sesuaiadengan prinsip the 

best interest of the children. Dengan demikian 

restorative justice benar-benar terlaksana demi 

kepentingan terbaik bagi anak.  
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